
BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah, penetapan nilai barang milik
daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah
Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan berpedoman
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. bahwa agar penyusutan barang milik daerah berupa aset
tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan
terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu
pedoman bagi entitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
dalam melakukan penyusutan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang
Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya
Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
l’cmbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
1 unoi 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
.a hun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
. rimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2uJ5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
1 ormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
1 loncsia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
: ,T,ara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
(mibah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010



(!.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
1 1 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51 55);

12. P -raturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
I: .oncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
1 uangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
1 aublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
i abaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
I .one;.ia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
! m- Republik Indonesia Nomor 5165);

15.1 aturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pimaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

in 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5219;

16. 1 aturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
I nbarm Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
' o b:i n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

17. ! .Luien Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
cl; ,m Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
ib. ; Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lr . ;>a Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. I f 1 n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
! ina telah diubah beberapa kali terakhir dengan

. c u n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19- । lur n Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

cd, man Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
r ari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Re mor 39 Tahun 2012;

20. : i. i Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Pe .crapan Standar Akuntansi Pemerintahan

'.kraal Pada Pemerintah Daerah;
21- i Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02

' i ui J09 tenlang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
mii aran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun

I lor >2);



22. Pt" murmi Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2015
1 ' int’ Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
I m ' Timur Berbasis Akrual;

23. 1 . Uur; n Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2014
! " mp 'istcm Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : pee r BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK
DAI ’ :RUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH
KAF O TM LAMPUNG TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupm ini nn dimaksud dengan:
1.

2.
Pemerintah Daera y;m

n d;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
rah otonom.menjadi kewcnang

Bupati adalah I

Sekretaris Daerr

1 suatu aset tetap yang diharapkan digunakan
m, dan/atau pelayanan publik, atau jumlah

yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
.man publik.

rabat yang berwenang dan bertanggung jawab
icdoman serta melakukan pengelolaan Barang

adalah aset berv i ;

bulan untuk <4
pemerintah at

Penyusutan Baran
Penyusutan A/M
penurunan 1:

Masa Manfaa
untuk aktivitas (

produksi atau unit
pemerintahan >. m .

Pengelola Bar ’
menetapk; : .
Milik Daerah.

BAB I
’ TENTUAN UMUM

i] : mg Timur.

4 kretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
. yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah
'ibupaten Lampung Timur.

lanjulnya disingkat BMD, adalah semua barang
Mas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

a dari perolehan lainnya yang sah.

"'a Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap,

Pengelola Barang h

Pengelola Baran g I ar

Barang Milik D
yang dibeli dm
Daerah (APBDj a La

Barang Milik Daer '
1 y ' mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas)
:a dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan

• o oleh masyarakat umum.
Dm rah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut

'alah penyesuaian nilai sehubungan dengan
; < . nfaat dari suatu aset.

Daerah adalah I' pm L mpungTimur.

Pemerintah Da n kcpala daerah sebagai unsur penyelenggara



11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang
Milik Daerah.

12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yangditunjuk olch Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang beradadalam penguasaannya dengan sebaik -baiknya.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah ataspelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan

Reahsasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas LaporanKeuangan.
14. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalahlaporan yang disusun olch Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang

Milik Dam n p da uwal dan akhir suatu periode,serta mutasi Barang MilikDaerah yai ter ad. sein ma periode tersebut.

BAB II
RU/ "G LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur penyusutan aset tetap yang berada dalampenguasaan p< igcl 'a rang dan pengguna barang, termasuk yang sedangdimanfaatkan d lam ra: mui ; ngclolaan BMD

Pasal 3
Penyusutan a ' '.et: > d la 'm untuk:
a. menyankar mla a n i rdasarkan masa manfaat ekonomi aset dalam

laporan w tt semi; am rin Keuangan pemerintah daerah;
b. mengetahu: pot, is Dl' ') dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu

BMD yane mnsih d -vu Hihnrapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke
depan;

c. member: be u . c' mm yang lebih sistematis dan logis dalam
mengangs an >e । m ^cmcliharaan atau belanja modal untuk mengganti
atau mei . ah .* ;u.. p yang sudah dimiliki.

BAB III
/ : PENYUSUTAN

Pasal 4
(1) Penyusuta. .la.. 4;. . : mi mdap aset tetap berupa:

a. gedung .mi I- m - , •

b. peral da:
c. jalan, :si, :• : m; dan
d. aset' .mi.., , . m / a aset tetap renovasi dan alat musik modern.

(2) Aset t<" ; ..m kan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa
aset ' ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana
layakny Lei

(3) Penyus idap:



a. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah
dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan
penghapusannya; dan

b. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan
kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 5

Aset tetap renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan
kerja pemerintah daerah yang belum memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap.

Pasal 6

(1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan
telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a:
a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
b. tidak dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna, laporan barang

pengguna, LBMD, dan neraca; serta
c. diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan

keuangan.

(2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang telah
diterbitkan oleh pengguna barang, maka aset tersebut dihapus dari daftar
barang hilang.

Pasal 7

Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
pengelola barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf b:

a. direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat;
b. tidak dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna, laporan barang

pengguna, LBMD, dan neraca; dan

c. diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan
keuangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan
penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka
terhadap aset tetap tersebut:
a. direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap;
b. disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

(2) Terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas aset tetap tersebut perlu

dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali;



b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi
penyusutan atas aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi
penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang
dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan
dicatat pada daftar barang hilang.

BAB IV
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 9

(1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31
Desember 2015 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember
2015.

(2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat
dalam pembukuan.

(3) Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2015, nilai yang dapat
disusutkan merupakan nilai perolehan.

(4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui,
digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau
pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau
pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

(2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang
memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset
tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui
di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset
tetap tersebut.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
a. nilai yang dapat disusutkan; dan
b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 12

(1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap
tanpa ada nilai residu/ nol (0).

(2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu
aset tetap pada akhir masa manfaat.



(3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan pada akhir
tahun, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku
perolehan akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

BAB V
MASA MANFAAT

Pasal 13

(1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-
faktor perkiraan:

a. daya pakai; dan

b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang
bersangkutan.

(2) Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan
dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap.

(3) Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan
masa manfaat aset tetap dapat dilakukan dalam hal :

a. terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap;

b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas
manfaat; atau

c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru
diketahui di kemudian hari.

Pasal 14

(1) Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan
dalam tabel masa manfaat aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas
manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mengubah
masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. renovasi;
b. restorasi; atau
c. overhaul.



(3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan
penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan
maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan atau kapasitas.

(4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan
perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

(5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan
penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan
maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

(6) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset
tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap
akibat perbaikan.

Pasal 16

(1) Masa manfaat aset tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh pengguna barang
dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan
kondisi aset tetap.

(2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap
dengan kondisi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi
penyebab sisa masa manfaat aset tetap tidak sesuai dengan kondisi aset tetap.

(3) Perubahan masa manfaat aset tetap ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku
pengelola barang setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI
METODE PENYUSUTAN

Pasal 17

(1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
(2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata
setiap tahun selama masa manfaat.

(3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 18

(1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat
pengguna barang.



Pasal 24

(1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih
dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai
perolehan dan akumulasi penyusutannya.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok aset
tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas
laporan keuangan.

Pasal 25

(1) Tata cara penyajian, penghitungan, dan pengungkapan penyusutan aset tetap
dilakukan dengan berpedoman pada modul penyusutan aset tetap.

(2) Modul penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan serta merta dilakukan
penghapusan.

(2) Penghapusan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMD.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan:

a. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap,
dikenakan koreksi penyusutan aset tetap.

b. Koreksi penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a:

1) diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi Penyusutan dan
pengurang nilai ekuitas pada neraca;

2) diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya
penyusutan dan dapat dihapuskan;

3) dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada akhir tahun
sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Timur

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal st 9&G

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,

TAUHIDI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 9 g &

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

IWAN NURDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN NOMOR



II maka yang dipergunakan adalah umur ekonomis sesuai dengan lampiran

II.
2) Perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

No Thn

Perhitungan
Beban

Penyusutan
Tahun Berjalan

Beban
Penyusutan

Tahun
Berjalan

Akumulasi Nilai Buku
Aktiva

1 2010 1.500.000 1.500.000 1.500.000 13.500.000

2 2011 1.500.000 1.500.000 3.000.000 12.000.000

3 2012 1.500.000 1.500.000 4.500.000 10.500.000

Penambahan nilai asset 7.500.000

Nilai Buku setelah penambahan 18.000.000

4 2013 2.250.000 2.250.000 6.750.000 15.750.000

5 2014 2.250.000 2.250.000 9.000.000 13.500.000

6 2015 2.250.000 2.250.000 11.250.000 11.250.000

7 2016 2.250.000 2.250.000 13.500.000 9.000.000

8 2017 2.250.000 2.250.000 15.750.000 6.750.000

9 2018 2.250.000 2.250.000 18.000.000 4.500.000

10 2019 2.250.000 2.250.000 20.250.000 2.250.000

11 2020 2.250.000 2.250.000 22.500.000 -

Jumlah inilah yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2013, dengan jurnal
penyesuaian sebagai berikut :
Des 31 Aset Tetap (Alat Kantor) Rp 7.500.000,00

Belanja Modal (Alat Kantor) Rp.7.500.000,00
Des 31 Beban Penyusutan Mesin Rp 2-.250.000,00

Akumulasi Penyusutan Mesin Rp. 2.250.000,00
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NO

7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221

KODE BZ

05.19.02.01.07
05.19.02.02.01
05.19.02.02.02
05.19.02.02.03
05.19.02.02.04
05.19.02.02.05
05.19.02.02.06
05.19.02.02.07
05.19.02.02.08
05.19.02.02.09

XRANG

05.19.02.01
05.19.02.02
05.19.02.02
05.19.02.02
05.19.02.02
05.19.02.02
05.19.02.02
05.19.02.02
05.19.02.02
05.19.02.02

NAMA BARANG

Lain-lain
AIpukat
Apel —
Duku '

Durian ~

Jambu
Jeruk
Mangga
Rambutan -
Lain-lain ’

MASA MANFZkAT

20
20
20
20
20
20
20
20
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Jaringan
Jaringan air Minum Overhaul 30% 2

45% 4
65% 6

Jaringan Listrik Overhaul 30% 2
45% 4
65% 6

Jaringan Telepon Overhaul 30% 2
45% 4
65% 6

Jaringan Gas Overhaul 30% 2
45% 4
65% 6

Alat Musik Modern/ Band Overhaul 25% 1
75% 2—
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